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Mengingat

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR % TAJIVN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TALIVN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

a. bahwa dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahw 2022
berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46
Tahun 2022, perlu ditindaklanjuti dengan Perubahan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Provinsi J awa Barat Tahun 2O22 ;

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-
Undang Nomor 2O Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Jakarta Raya (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 31, Tambahan Irmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 93, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 47441 dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2OOO tentang Pembentukan Propinsi
Banten (kmbaral Negara Republik Indonesia Tahun 2O0O
Nomor L82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4O1O);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor l7 Tahun 2OO7 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25
(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 47OO);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaban l€mbaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

5. UndangUndang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56Ol) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2OO8 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2OO5-2O25 (kmbaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2OO8 Nomor 8 Seri E,
Tambahan lembar daerah Nomor 45) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 9 Tahun 2OO8 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2OO5-2O25 (kmbaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2Ol9 Nomor 7, Tambahan kmbar daerah
Nomor 236);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun
2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
(kmbaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2OO9 Nomor
6 Seri E, Tambahan kmbaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 64);
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Menetapkan

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun
2Ol0 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2OO9-2O29 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2OlO Nomor 22 Seri E, Tambahan kmbaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2Ol9 Nomor 8,
Tambahan kmbaran Daerah Nomor 237) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 8 Tahun 2O2l tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2Ol8-2O23 (Icmbaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan kmbaran
Daerah Nomor 252);

11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2021
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2022 (Benta Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2021 Nomor 38);

12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Ta}lun 2O2L
tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2022 (Benta Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2021 Nomor 47);

13. Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2022
tentang Perubahan Rencana Kery'a Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2O22 (Benta Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 471;

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

l. Daerah Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Daerah Ihbupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di
Daerah Provinsi Jaqra Barat.
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5. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah
Provinsi Jawa Barat.

6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu
Gubernur dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah dan
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang
merupakan penjabaran dari visi, misi dan program
Gubernur dan penyusunnnnya berpedoman pada RPJP
Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional.

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun yang merupa-kan penjabaran dari visi, misi dan
program Perangkat Daerah yang pen5rusunarlnya
berpedoman pada RPJM Daerah dengan memperhatikan
RPJP Daerah.

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang seLanjutnya
disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari
RPJM Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintah.

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode I (satu) tahun yang
memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan,
baik yang dilaksanakan Langsung oleh Pemerintah Daerah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyara-kat.

12. Rencana Keq'a dan Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya
disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran Pemerintah Provinsi Jawa
Barat yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah,
serta pagu anggaian sementara didasarkan atas kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
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Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran
dari Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pa.da Perubahan
RKPD, memuat:

a. evaluasi pelaksanaan;

b. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;

c. indikator kinefa dan kelompok sasaran; dan

d. pendanaan indikatif.

Pasal 3

(1) Maksud penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah
adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan
Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun2022.

(2) Tujuan penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah
adalah untuk:

a. mewujudkan pencapaian visi dan misi Daerah;

b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas
pembangunan baik antardaerah, antarruang,
antarwaktu, antarfungsi pemerintahan maupun antar
tingkat pemerintahan;

c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pengendalian dan pengawasan ;

d. mengoptimalkan partisipa.si masyaralat dan dunia
usaha; dan

e. mencapa.i pemanfaatan sumberdaya secara efisien,
efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB II
ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

(1) Isi dan uraian dokumen Peruba-han Renja Perangkat
Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I Pendahuluan

Memuat latar belakang, landasan hukum,
maksud dan tujuan, serta sistematika
penulisan.
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b. BAT} II Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai
dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II
tahun berkenaan, capaian Renstra
Perangkat Daerah, analisis kine{a pelayanan
Perangkat Daerah, isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah serta Review terhadap Rancangan
Perubahan RKPD, penelaahan usulan
program dan kegiatan masyarakat.

c. BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat
Daerah

Memuat rencana
Perangkat Daerah.

ke{a dan pendanaan

d. BAB Menutup
Menjelaskan catatan penting yang perlu
mendapat perhatian, kaidah-kaidah
pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

(2) Isi dan uraian dokumen Perubahan Renja Perangkat
Daerah sebaga.imana dimaksud pa.da ayat (l) tercantum
dahm fampiran, sebagai bagan yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1l Wtcbct 2o?2

J^wABARAr,ilL

RIDWAN KAMID-

Diundangkan di Bandung
pada tanggal t! Qkt eber 202?

DAERAH PRO

BARAT

VINSI

NAE0 A

{,S
(1,

E
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o,

*
AN WANGSAATMA.]A

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 9'

t *

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Oktober 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 14 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



8

I,AMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 95 Tthaa 2Oz2
TANGGAL : 14 .kt.ber 2Oz2
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH PROVINSI
JAWA BARATTAHUN 2022

LAMPIRAN



Untuk itu dalam pelaksErna€rn program dan kegiatan Tahun

2022, masing-masing Bidang dalam jajaran Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Provinsi Jawa Barat hendaknya berpedoman pada program

dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerl'a

(RENJA) ini. Selain itu, setiap kegiatan harus dilaksanakan secara

efektif, tepat sasaran, dan tepat waktu sehingga tujuan dan sasaran

kegiatan dapat dicapai dan penyerapan anggaran dapat ditingkatkan.

Disamping hal tersebut disadari bahwa keberhasilan

pelaksanaan Rencana Kerja ini sangat dipengaruhi oleh dukungan

dan partisipasi semua pihak yang terkait, khususnya jajaran

Kesatuan Bangsa dan Politik se-Jawa Barat. Oleh karena itu perlu

dilakukan langkah-langkah koordinasi dan konsultasi dengan

pendekatan secara formal maupun non formal dengan para

staketalders. Yang tidak kalah penting adalah memperhatikan

manfaat yang dihasilkan dari peiaksanaan program dan kegiatan bagi

masyarakat dalam upaya mencapai visi dan misi yang ditetapkan.

Bandung, t1 -n2022

$

t

RJAWABARAT, A

RIDWAN KAMIF
r

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 Badan Kesbangpol Prov. Jowa Barat 2

4L

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL




